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Pendahuluan  

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hinga 

Marauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta 

km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 

adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Kondisi Indonesia dengan kepulauan, yang sangat 

luas ini akan mempengaruhi dalam distribusi, keterjangkauan atau akses pangan 

maysarakat. Indonesia sebagai negara kepualain ini akan membengaruhi biaya logistik 

pangan. Biaya logistik pangan di Indonesia disebutkan Word Bank paling mahal di 

Asia dengan nilai 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebabkan oleh 

volume arus barang tidak seimbang, infrakstruktur logistic nasional yaitu pelabuhan, 

jalan, tingginya pungutan liar, peraturan daerah yang tidak singkron dengan pusat dan 

sumber daya manusia serta teknologi informasi yang belum memadai (BKP, 2001). 

Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun 

dengan daerah lain serta perbaikan sarana jalan, transpotasi pertanian dan pangan.  

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 

memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan 

pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kebijakan ketahanan pangan 

dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan 

ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) 

memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk 

miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) 

stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan (BKP, 

2021).  

Secara formal, produksi makanan adalah fokus dominan dari aktivitas manusia 

dengan sebagian besar waktu dan tenaga kerja ditugaskan untuk menanam, memanen, 

mengolah, dan menyiapkan makanan. Pertanian akan menghasilkan 80 hingga 90% 

dari produk domestik bruto masyarakat pra-industri (kegiatan seperti itu dominan 

untuk subsisten dan skala lokal). Pada awalnya jarang makanan diproduksi untuk 

perdagangan. Sekarang pangan menjadi perdagangan strategis. Lima isu utama yaitu 

regulasi pemerintah yang tidak kondusif, kemudian ada efisiensi value chain darat yang 



169 
 

rendah, efisiensi value chain maritim yang rendah, operasi dan infraastruktur 

pelabuhan tidak optimal dan terakhir supply demand yang tidak seimbang,". Belum 

lagi apa yang kita hadapi sekarang sebangai tantangan global dengan: Peningkatan 

kebutuhan pangan global, perubahan diet, perubahan iklim, ketersediaan air bersih, 

penurunan luas lahan dan kesuburan tanah, Kehilangan dan pembuangan pangan dan 

diperparah dengan situasi sekarang Pandemi covid 19. 

 

Kebutuhan Pangan 

Bisa kita banyangkan kebutuhan pangan dunia secara total yang dikonsumsi oleh 

manusia perkapita pertahun pada negara-negara maju 900 kg sedangkan pada daerah 

atau wilayah miskin 460 kg perkapita pertahun. Jika rata-rata kebutuhan pangan 

penduduk dunia tanpa mebedakan wilayah dan negara kita ambil 600 kg per kapita 

pertahun maka dengan mengalikan jumlah penduduk dunia yang 5 miliar paling tidak 

butuh pangan sebanyak 3 miliar ton pertahun. Untuk Indonesia butuh pangan 150 juta 

ton pertahun dan Kalimantan Timur butuh pangan sebanyak 2.100.000 ton pertahun 

(Saragih, 2020). 

Kebutuhan pangan terutama sumber energi, protein hewani dan ikan, hasil 

perhitungan penulis paling tidak tahun 2021 Indonesia butuh beras sekitar 31 juta ton 

beras dengan asumsi konsumsi perkapita beras sebesar 90 kg/kapita pertahun. 

Kalimantan Timur butuh beras tahun 2021 sebesar 333.000 ton, dengan perkiraaan 

jumlah penduduk sebesar 3.7 juta jiwa. Kondisi ketahanan pangan terutama ketersedian 

beras dalam provinsi Kalimantan Timur belum bisa memenuhi sehingga harus impor 

perkiraan mendekati 129.000 ton. Kalau kebutuhan pangan (beras) Kalimantan Timur 

tahun 2021 terjadi kekurangan pangan 129.000 ton (import dari luar Kalimantan 

Timur), sebenarnya dengan menekan kehilangan pangan 50 persen saja dari total 

kehilangan pangan  di Kalimatan Timur berdasarkan perkiraan penulis berdasarkan 

World Resources Institute (WRI), 1/3 makanan dari total produksi dunia yang hilang 

atau terbuang dalam sistem produksi dan konsumsi pangan bernilai sekitar US $ 1 

triliun. Ketika angka ini dikonversi menjadi kalori menunjukkan bahwa 1 dari 

4 kalori yang diharapkan dikonsumi tidak pernah benar-benar dimakan atau terbuang.   

Hasil perkiraan penulis suatu fenomena besar yang kita alami untuk kasus 

Kalimantan Timur jika kebutuhan energi kita dikalkulasi 2000 kalori rata-rata perhari 

maka kita membuang mendekati 4:1 (2000:500) berarti kita membuang pangan setara 

dengan 500 kkal perhari. Penulis melakukan kalkulasi pembuangan pangan 500 kkal 

ini setara dengan 140 gram beras (kandungan gizi beras per 100 gram adalah 360 kkal 

http://www.worldfooddayusa.org/food_waste_the_facts
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energi). Artinya untuk memenuhi kebutuhan energi 2000 kalori kita telah melakukan 

pembuangan pangan sebanyak 140 gram jika energi semua dikonversi dari beras. Mari 

kita hitung untuk penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah sekitar 3,7 juta pada 

tahun 2021 maka kehilangan beras perhari 140 gram dikali dengan 3,7 juta orang setara 

dengan 518 juta gram atau 518 ton perhari. Kehilangan beras dalam satu tahun 

mencapai 189,070 ton (518 ton dikali dengan 365 hari). Konversi kedalam rupiah, jika 

1 kg beras dihargai sebesar Rp. 12.000,- maka kita kehilangan dalam bentuk nilai uang 

2,268,840,000,000 (Dua triliun dua ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus 

empat puluh juta rupiah). Kalau sumber energi tubuh kita tidak semua dari beras, 

anggap saja setengahnya maka kita juga kehilangan dalam nilai uang lebih satu triliun 

rupiah pertahun. Jika kondisi ini terjadi di Indonesia terus menurus kita bisa prediksi 

beta besarnya kehilangan pendapatan yang dialami oleh bangsa ini., maka berarti ada 

tambahan beras 50% dari 189.070 ton yaitu sekitar 94.500 ton. Maka dengan menekan 

kehilangan dan pemborosan pangan 50 persen saja telah menghemat biaya, ikut 

melestarikan dan menurunkan emisi lingkungan akibat pertanian. Perhitungan 94.500 

ton kita konversi dengan produksi rata-rata gabah kering giling (GKG) per hektar 4,2 

ton dengan konversi beras 62% maka dalam satu hektar menghasilkan rata-rata beras 

2,6 ton. Maka dari 94.500 ton setara dengan 153.090 ton GKG dan dihasilkan dari 

sawah 36.450 ha. Kita bisa banyangkan dengan menghemat pemborosan dan 

kehilangan ini kita tidak perlu menanam 36.450 ha. Jika kita hitung biaya produksi padi 

per hektar 12 juta. Maka penghematan biaya dari segi biaya input sampai panen padi 

12 juta dikali dengan 36.450 ha diperoleh biaya setara Rp. 437.400.000 (empat ratus 

tiga puluh tujuh milliar empat ratus juta rupiah). Dengan demikian maka kita harus 

menekan kehilangan dan pemborosan pangan bukan saja untuk efesiensi biaya, tetapi 

demi kesehatan dan penurunan emisi gas pada lingkungan (Saragih, 2018).  

Konsumi protein Indonesia atau Penduduak Kalimantan Timur mencapai 61 

gram/hari/kap, dengan kebutuhan tersebut maka perhitungan Penulis: 50% dari 

konsumsi protein dari ikan, maka konsumsi ikan per hari dari rata-rata kadar protein 

ikan segar 18%, menjadi sebesar konsumsi ikan 37.6 kg/tahun/kap maka Indonesia 

butuh ikan 10.5 juta ton, akan tetapi jika konsumsi ikan kita naikkan menjadi 54,49 

kg/kapita/tahun, Indonesia butuh ikan mencapai 15 juta ton (Saragih, 2021). Jika 

dibangingkan produksi Ikan Nasional mencapai hampir 40 juta ton/tahun (Produksi 

Perikanan Indonesia 38,8 juta ton, tahun 2019), artinya kita negara maritim yang 

surplus ikan. Tahun 2021 perkiraan penulis Indonesia butuh daging sekitar 2.791.980 

ton, dengan konsumsi pertahuan daging: 10,3 kg, telur sebesar 1.761.929 ton dengan 
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konsumsi pertahuan/kapita sebesar 6,5 kg dan susu 1.951.675 ton dengan konsumi 7,2 

kg/kapita/tahun. Kebutuhan sayur diperkirakan mencapai 26.388.576 ton, buah 

13.191.878ton dengan total sayur dan buah sebesar 39.575.636 ton, berdasarkan 

perkiraan makan sayur dan buah ideal 0,4 kg/hari/kapita sesuai WHO.  

Sistem Logsitik Pangan 

Permasalahan utama yang menyebabkan kurangnya pasokan bahan pangan di 

wilayah yaitu masalah distribusi pangan yang sangat perlu didukung oleh system 

logistik pangan yang handal, dimana ada empat permasalahan, yaitu: Pertama, 

dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan 

sarana jalan, jembatan, dan lainnya. Kedua, sarana transportasi, yakni kurangnya 

perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat di dalam 

pemeliharaan sarana transportasi. Ketiga, sistem transportasi, yakni sistem transportasi 

yang masih kurang efektif dan efisien. Selain itu juga kurangnya koordinasi antara 

setiap modal transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat 

sampai ke tempat tujuan. Keempat masalah keamanan dan pungutan liar, yakni 

pungutan liar yang dilakukan sepanjang jalur transportasi di Indonesia sampai produk 

tersebut didaerah (BKP, 2020).   

Sesuai UU no.18/2012 Pasal 47 ayat 1) Distribusi Pangan dilakukan untuk 

memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. 

perdagangan; d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan e. Bantuan Pangan. 

Sarana distribusi Pangan” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk 

kelancaran distribusi Pangan. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan fisik dan 

ekonomi terhadap Pangan, penyediaan dan pengembangan sarana distribusi Pangan 

diutamakan untuk daerah terpencil, tertinggal, dan tidak terjangkau masyarakat, antara 

lain, berupa angkutan laut, darat, dan udara. Yang dimaksud dengan “prasarana 

distribusi Pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk 

meningkatkan kelancaran distribusi Pangan, antara lain, berupa gudang, pelabuhan, 

dan jalan.  UU no. 18/2012 Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang 

melakukan pemasaran Pangan. 
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Sistem pangan adalah urutan proses dan infrastruktur pendukung yang 

melibatkan penanaman, pemanenan, penyimpanan, pemrosesan, pengemasan, 

pengangkutan, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan makanan. Sistem 

pangan ini mempertimbangkan berbagai tugas dari input pertanian untuk permintaan 

akhir, termasuk faktor teknologi, lingkungan, ekonomi, politik dan sosial. Peraturan 

Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan 

sistem logistik nasional sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National 

Single Window (INSW). Sistem logistik pangan nasional yang kuat harus bertumpu 

pada empat strategi: Peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, pengembangan 

kelembagaan, dan mendorong konsumsi pangan lokal. Sistem logistik pangan yang 

menjamin akurasi, presisi, real time dan transparan.  Perencanaan logistik pangan 

menjadi sangat penting karena agar terpenuhi kebutuhan pangan dengan melakukan 

pemetaan kebutuhan dan pasokan pangan seperti pada Gambar 1. (Saragih, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perencanaan Logistik Pangan  

 

Ketersediaan (availability) bahan pokok pangan dalam jumlah yang tepat dan 

mutu pangan yang baik memerlukan perencanaan dan pengendalian sistem logistik 

pangan yang terintegrasi. Beberapa daerah mengalami kekurangan bahkan kelangkaan 
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bahan pangan tertentu. Sementara di daerah lain mengalami kelebihan persediaan 

bahan pangan. Tentunya sesuai amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional rangka 

meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan 

meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara 

terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik 

nasional. Sistem logistik pangan mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pengadaaan pangan, transportasi, pergudangan, distribusi, teknologi, 

aliran informasi, dan aliran uang, dari penyedia pangan sampai pengguna akhir. 

Strategi Penyediaan pangan dalam jumlah yang tepat, mutu yang baik, 

ketersediaan pangan yang menjangkau semua penduduk Indonesia di mana pun berada, 

dan dengan harga yang terjangkau menjadi tantangan semua stakeholder pangan, baik 

pemerintah, dunia usaha dari BUMN dan swasta, maupun pihak-pihak lain. Perbaikan 

penyediaan pangan salah satu dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi BUMN 

pangan. Karena ketidakmampuan dalam menghitung permintaan (demand) dan 

pasokan (supply) secara akurat dan real-time akan berdapat pada ketersediaan pangan 

pada suatu daerah. Infrastruktur dan sumber daya, yang meliputi: pelabuhan, jalan raya, 

stasiun, dan energi menjadi penting dalam mendukung system logistic pangan yang 

baik. Logistik paangan akan semakin baik sesuai dengan keadaan sekarang dengan 

perbaikan pada layanan delivery, mencakup penyedia jasa logistik, perusahaan 

transportasi, distributor, pengelola gudang pangan, cold chain, dan sistem ICT 

(Information Communication and Technology) logistik. Demikian juga halnya pada 

perbaikan service chain, mencakup pemasok (petani, peternak, dan nelayan), 

perusahaan industri pengolah makanan, pengepakan, dan retailer. Pergudangan 

berperan penting untuk mengatasi fluktuasi surplus dan kekurangan bahan pokok 

pangan. Penetapan jumlah gudang, lokasi gudang, dan standar pergudangan untuk 

pengelolaan gudang inventory bahan pokok pangan. Penetapan tingkat inventory bahan 

pokok pangan yang aman (buffer stock) didasarkan pada parameter utama: lead time 

dan kebutuhan permintaan. Lead time pemenuhan inventory pangan mulai dari order 

sampai bahan pangan diterima di gudang.  

Dukungan sistem transportasi yang andal akan mementukan lead time 

pemenuhan inventori pangan. Maka kebutuhan permintaan pangan diestimasi dalam 

periode tertentu, misalnya 3 bulan, agar tidak terjadi kelangkaan pangan atau inflasi 

disebabkan oleh kelangkaan pangan. Maka perencanaan dan kebijakan transportasi, 
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transportasi dan geografi, transportasi dan spasial struktur, transportasi, ekonomi dan 

social, taransportasi energi dan lingkungan, mode transportasi, trade, logistik dan 

distribution serta transportasi dikota / desa menjadi perhatian penting mendukung 

sistem logistik pangan yang handal kedepanya. Selain itu proses persiapan pengiriman 

pangan maka pangan yang akan dikirim juga harus memperhatikan: Pengepakan dan 

proses handling bahan pokok pangan perlu dilakukan dengan aman untuk melindungi 

dari kerusakan, kehilangan, dan penurunan mutu pangan mulai dari primary producer 

(petani, peternak, dan nelayan), industrial producer (perusahaan manufaktur 

pengolahan pangan), wholesaler, retailer sampai diterima consumer. Pada gudang 

dengan SKUs (stock keeping units) persediaan bahan pokok pangan dalam jumlah 

besar dan kompleks memerlukan penggunaan sistem aplikasi WMS (warehouse 

management system). Aplikasi WMS ini akan dapat memonitor persediaan bahan 

pokok pangan, penerimaan, penyimpanan, picking, dan pengeluaran bahan pokok 

pangan dari Gudang. Tingkat inventory bahan pokok pangan diupayakan optimal, serta 

tidak terjadi overstock atau understock pangan pada wilayah tertentu.  

 

Kesimpulan 

Pemerintah harus menyediakan transfer tunai dan saluran distribusi makanan 

yang aman untuk memastikan bahwa warga yang rentan dilindungi. Kebijakan 

Pemerintah fokus untuk membersihkan kemacetan logistik di rantai lokal / domestik 

dan internasional. Pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan 

menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk 

ketahanan pangan. Logistik berperan penting untuk turut menjaga ketahanan pangan, 

mengurangi kelangkaan strippod pangan, dan disparitas harga bahan pokok pangan. 

Menggerakkan ekonomi petani sebagai garda terdepan penyediaan pangan. Prioritas 

termasuk mendukung platform e-commerce dan e-pasar dalam menopang penyediaan 

pangan. Pembangunan intergrated food hub dalam sistem logistik nasional.  
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